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U Antimonopoll Disarankan Seqera Direvis

KADER Partar Gerindra yang
merupakan Anggota Komsi V]
DPR, Kawendra Lukistian men-
dorong Undang-Undang nomor
5 tabun 1999 tentang larangan
prektk monopoldan persaimgan
usaha tidak sehat (LU Anti-
monopolt) segera direvist, Dia
menegaskan, kebutuhan revis
undang-undang mi mendesak.
“Aturan maim yang telah ber-
Lokur b dar dua dekade terse-
butdak agi sekaras dengan din-
amika ekonomi moder. Ter-
Lama selela hadimya ekosistem
pasar dgital yang sepenuhnya
berbeda dan kondist saat regu-
st 1 ibuat, " kata Kawendra,
dikuti dam situs resmi Parta
(erndra, Sabtu (29/11/2023).
Menurut Kawendra, rancan-
gan undang-undang yang baru,
sebagai revisi UL nomor 3 ahun
1999 harus mampu membertkan
kepastian hukum. memperbatki
struklur persamgan, dan men-

ciptakn tklim usaha yang lebih
adl,

“Saya makin semangal mem-
peryuangkan revisi Undang-
Undang Antonopolt ketika
mengikutt Kunjingan Kerpa
Spesfik Koousi VEDPR RI di
Bandung, Rabu (20/112023)”
kata Kawendra

Dalam Kegiatan tersebut, Kata
Kawendra, mempertemukan
Komist VI DPR dengan akade-
mist Universitas Padjadjaran,
PT Pegadatan (Persero). serta
Konst Pengawas Persamgan Us-
al ntuk membahas rancangan
revist undang-undang tersebut

*Dan situ muncl saran dan
analisis para akademist sert
pemangku kepentingan baftwa
negara harus membertkan pe-
indungan erhadap usaha mikro,
kecil, dan menengah (UMKM),"
ungkapnya.

Perlindungan tersebut. kata
Kawendra, dapat diwujudkan

Kawendra Lukistian

melalul aturan mam berusaby
(i Tamah Aur, Yoo, melalu UU
Antimonopol. Revist, kata dia
{upuannya jelas, memberikan
nerbaikan terhadap UL Nomor §
Tahun 1999 agar klim berusaha
(i Indonesta lebih sehat.
*Tidak boleh ada monopoh.

| Semua pelaku usaha bisa ber-

(umbuh,” katanya,

Kawendra mengatakan, pent-
g bagt Pemerintah memben-
kan perlindungan khusus kepad
UMKM. Dia menilar, UMKM
tdak dapa disamakan dengan
korporast besar dalam konieks
nersaingan.

“Negara harus memberi-
kan privilece untuk UMKM.
Kl mereka dibiarkan bersaing
bebas npa perindungan, tenty
tdak adil bagy UMM, katanya

Sebelumnya, Kementerian
UMKM berupaya memberikin
sicberpiin erhadkp kelompok
ehonomikectl, Diantaranya, me-
mas{rkan pelaku usaha mendupat
riang yang leb huas pada fail-
Las publik dengan ketersstan
himggza 100 persen pada 2026,

Menter UMM, Maman Ab-
Qurrghman mengatakan, Peme-
rintah telah menviapkan sekitar
43 persen ruang fasilitas publk

untuk UMM, Namun, kata di,
dart ruang yang diskapkan i,
baru sekitar 60 persen yang eris,

“Target kita pokoknya tahun
2020 1w semua harus tenst 100
persen. Int bagian dant program
yang mau kita rencanakan nanl
2026," kata Maman dalem kon-
[erenst pers di Ayana Mid Plaza
Jakarta, Kamis (27/11/2023).

Maman mengakun, ada sejum-
Jah kendala vang menyebabkan
keteristan belum optimal, Yaitu,
biaya sewa yang mahal, lokasi
vang kurang strategss, hingga
ualtas produk MKM. Meski
begitu, dia menyatakan penem-
patan UMKM tidak boleh seka-
dar formalitas

*Jangan juga UMKM it ka-
Jou pun sttt apr dikasih
(empal yang memang kurang
sirategls, di wjung-ujung, 1ty
an ngeak fair juga. Jadi tem-
patnya sesuar dengan usah
mercka,” Jelasnya, WBSH
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